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INTRODUKSI &DISCLAIMER
• Moh. Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa perubahan konstitusi merupakan

konsekuensi dari teori konstitusi dimana konstitusi merupakan ‘resultante’ dari
keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

• Presiden SBY juga pernah mengusulkan masa jabatan presiden 3 periode.

• Gagasan Jokpro 2024 adalah Jokowi-Prabowo 2024, bukan “Masa Jabatan 3
Periode”. Walau sebagai konsekuensi dari gagasan Jokpro 2024, maka perlu
perpanjangan masa presiden.

• Untuk perpanjangan masa presiden, diperlukan amandemen UUD 1945. Untuk
amandemen UUD 1945 diperlukan dukungan MPR dan dukungan publik.

• Jokpro 2024 akan berjuang agar MPR dan publik mendukung Jokowi-Prabowo
2024. Caranya dengan sosialisasi gagasan Jokpro 2024 termasuk mengapa perlu
dan bagaimana caranya.

• Mari kita lihat peluang gagasan Jokowi-Prabowo 2024 dari perspektif hukum
dan politik.
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INTRODUKSI &DISCLAIMER
• 8 Fraksi di DPR RI telah menyatakan persetujuan terkait rencana Amandemen

Kelima UUD NRI 1945, ialah:

Sumber:

Budiarti Utami Putri, “Peta Sikap Partai-Partai

Politik Soal Rencana Amandemen UUD 1945,” 

Tempo, last modified 2019, 

https://nasional.tempo.co/read/1234781/peta-

sikap-partai-partai-politik-soal-rencana-

amandemen-uud-1945/full&view=ok,. 

https://nasional.tempo.co/read/1234781/peta-


PERSPEKTIF
HUKUM

I
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POINPOKOK

Indonesia pernah berganti konstitusi

Amandemen pernah dilakukan 4x terhadap  
UUD 1945

Amandemen dimungkinkan dan diatur  
dengan jelas dalam UUD 1945

Syarat-syarat dapat dilihat dan dihitung
dengan jelas

5



Sumber:https://tokopresentasi.com/portfolio-items/infografis-sejarah-perkembangan-uud-konstitusi-indonesia/
6

Pengalaman Konstitusi Republik 
Indonesia[1]
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1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

• Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian pada tanggal
18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
• Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur,

negara Jawa Timur, dan sebagainya.
• Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2

pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia
Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk
negara Republik Indonesia Serikat saja.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

• Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan  

sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan.

• Pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-

undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

• Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Pengalaman Konstitusi Republik 
Indonesia[2]



PENGALAMAN AMANDEMEN  
UUD 1945
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• Fokus amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden.  
Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden.

Amandemen I  

(14-21 Oktober 1999)

• Fokus amandemen dengan manambahkan aturan antara lain  
terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan  
fungsi DPR, serta penambahan mengenai Hak Asasi Manusia  
(HAM)

Amandemen II

(7-18 Agustus 2000)

• Sejumlah perubahan besar dilakukan, misalnya terkait bentuk dan  
kedaulatan Negara, aturan pemakzulan, pembentukan lembaga  
Negara seperti DPD, KY, dan MK.

• Mengamanahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan  
secara langsung. Tidak lagi dilakukan oleh MPR

Amandemen III

(1-9 November 2001)

• Amandemen keempat lebih kepada masalah pendidikan dan  
perekonomian Negara. Ada penambahan ayat di Pasal 33.

• Amandemen keempat UUD 1945 juga menghapus Dewan
Pertimbangan Agung (DPA)

Amandemen IV

(1-11 Agustus 2002)

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4012055/perjalanan-amandemen-uud-1945-
https://tirto.id/amandemen-uud-1945-dilakukan-4-kali-sejarah-perubahan-pasal-f7Cw

https://news.detik.com/berita/d-4012055/perjalanan-amandemen-uud-1945-


Pasal-pasal UUD 1945 Tentang
Amandemen
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UUD  
1945

PASAL 37

AYAT 2

AYAT 3

AYAT 4AYAT 5

AYAT 1



Sidangharusdihadiri

minimal2/3anggotaMPR

Keputusanperubahanharus  

disetujuiminimal50%+1

anggotaMPR

● Total anggota MPR RI  
(DPR+DPD)2019-2024  
adalah 711 anggota

● Pasal 37 ayat (1) minimal1/3  
dari seluruh anggota MPRRI
= 237 (33.3%) anggota

● Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwasetiap  
usulan terhadap pasal dalam UUD harus  
disampaikan dengan jelas mana bagian yang  
hendak diubah beserta dengan alasannya

● Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa sidang  
harus dihadiri oleh minimal 2/3dari seluruh  
anggota MPR

● Adapun 2/3 dari anggota MPR = 474
(66.7%) anggota

● Pasal 37 ayat (4), keputusan perubahan harus  
disetujui minimal 50%+1 atau setengah dari  
jumlah anggota MPR dan ditambah satuorang  
dari anggota MPR adalah sekitar 357anggota

● Jika kurang, maka perubaha tidak bisa  
dilanjutkan

5
SYARAT AMANDEMEN
UUD 1945 PASAL 37

Usulandiajukanminimal

1/3anggotaMPR

Alasanperubahan

harusjelas

1

2

3

4

5

Pasalmengenaibentuk

Negaratidakbisadiubah

● Dalam ayat (5) mengenai  
perubahan pasal dalam UUD  
1945. mengenai bentuknegara  
kesatuan Indonesia tidakdapat  
diubah dengan alasan apapun.

SYARAT AMANDEMEN  
UUD 1945



MPR RI2019-2024

MPR RI= 711

DPR RI  
(575)

DPD RI  
(136)

1
1



DPD RI2019-2024
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1. AFILIASI PARTAI POLITIK = 35 (25.7%) ANGGOTA

➢ Contoh Afiliasi Parpol:
Mahyuddin (Golkar), Nono Sampono (Nasdem), Sabam Sirait  
(PDIP), Teras Narang (PDIP), Sultan Bachtiar Najamudin (PDIP)

2. AFILIASI NON PARTAI POLITIK = 101 (74.3%) ANGGOTA

➢ Contoh Non Afiliasi Parpol:
Jimly Asshiddiqie, Sylviana Murni, Intsiawati Ayus,  
Fahira Idris, Gusti Kanjeng Ratu Hemas.



Pimpinan DPD RI2019-2024

Ir. H. AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI  

KETUA DPD RI

Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (NASDEM)  

WAKIL KETUA

Dr. H. MAHYUDIN, S.T., M.M. (GOLKAR)  

WAKIL KETUA

SULTAN B. NAJAMUDIN (PDIP)  

WAKIL KETUA
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II PERSPEKTIF POLITIK
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MENGAPA 

JOKOWI-PRABOWO 2024?



Jokowi-Prabowo 2024 adalah sebuah
Visi
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MENGAPA JOKOWI-PRABOWO 2024?

Menjawab tesis polarisasi ekstrim pada pilpres
2024 yang polanya semakin mengeras dari
2014, 2017 dan 2019. Menghindari tawuran
nasional (from voting to violence) dalam pilpres
2024.

Pasangan Jokowi-Prabowo jika dibukakan
pintunya oleh amandemen UUD 1945, maka
akan menjadi paslon tunggal versus kotak
kosong di pilpres 2024. Indonesia akan aman
dan damai, sehingga dapat berkonsentrasi pada
pemulihan ekonomi dan pembangunan bangsa.

17



Kita berada di era politik identitas (Identitas sebagai
martabat tertinggi dan menjadi sumber konflik – Francis
Fukuyama) yang melahirkan polarisasi ekstrim di mana-
mana, termasuk Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki latar belakang
masyarakat beragam secara suku, agama, dan pembelahan
politik yang potensial melahirkan benturan tsb sehingga
harus diantisipasi.
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TIGA KONDISI BESAR JELANG 2024

KONDISI PERTAMA:



BANGSA INDONESIA BERAGAM SUKU



BANGSA INDONESIA BERAGAM AGAMA



Spektrum Ideologi Partai Politik

SPEKTRUM I SPEKTRUM II SPEKTRUM III SPEKTRUM IV

Non Santri
(Islam Abangan)

Santri
(Islam Tradisional dan Modernis)

Nasionalis
Proteksionis. Ciri: 
intervensi Negara

terhadap pasar

Nasionalis Kapitalis. 
Ciri: Pasar bebas. 

Islam Tradisional 
(Nahdlatul Ulama). 
Ciri: Islam dengan 

tradisi lokal

Islam Modernis
(Muhammadiyah). 
Ciri: Orientasi atau 
ideologi pemurnian

PDIP
Gerindra

Golkar
Demokrat
Nasdem

PKB
PPP

PAN
PKS
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Spektrum Ideologi Capres 2014 dan 2019 
(secara aktual)

SPEKTRUM I SPEKTRUM II SPEKTRUM III SPEKTRUM IV

Non Santri
(Islam Abangan)

Santri
(Islam Tradisional dan Modernis)

Nasionalis
Proteksionis. Ciri: 
intervensi Negara

terhadap pasar

Nasionalis Kapitalis. 
Ciri: Pasar bebas. 

Islam Tradisional 
(Nahdlatul Ulama). 
Ciri: Islam dengan 

tradisi lokal

Islam Modernis
(Muhammadiyah). 
Ciri: Orientasi atau 
ideologi pemurnian

Jokowi
Prabowo

-
-
-

-
-

-
-
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Spektrum Ideologi Capres 2014 dan 2019 
(secara strategi elektoral)

SPEKTRUM I SPEKTRUM II SPEKTRUM III SPEKTRUM IV

Non Santri
(Islam Abangan)

Santri
(Islam Tradisional dan Modernis)

Nasionalis
Proteksionis. Ciri: 
intervensi Negara

terhadap pasar

Nasionalis Kapitalis. 
Ciri: Pasar bebas. 

Islam Tradisional 
(Nahdlatul Ulama). 
Ciri: Islam dengan 

tradisi lokal

Islam Modernis
(Muhammadiyah). 
Ciri: Orientasi atau 
ideologi pemurnian

Jokowi
-
-
-

-
-

Prabowo
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Ijtima Ulama 1 dan 2 
(Rizieq Shihab, FPI, GNPF Ulama, dan PA 212) 



Potensi benturan tersebut diperkuat oleh situasi saat ini di
mana medsos semakin massif dan medsos memiliki
sejumlah kelemahan seperti anonimitas yang
menghilangkan tanggung jawab, juga algoritma biner yang
yang melahirkan fenomena “echo chamber” yang pada 2019
telah melahirkan fenomena “Cebong” dan “Kampret”.
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TIGA KONDISI BESAR JELANG 2024

KONDISI KEDUA:



Sumber: 

https://stophoax.id/blog/post/hoaks-larangan-

kumandang-adzan-jika-jokowi-2-periode

FENOMENA HOAKS PILPRES 2019

https://stophoax.id/blog/post/hoaks-larangan-kumandang-adzan-jika-jokowi-2-periode


AKUN ANONIM 
PENYEBAR HOAKS



HOAKS RATNA SARUMPAET
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“KARTINI MASA KINI”



FENOMENA ECHO CHAMBER

CEBONG

KAMPRET



Situasi pilpres Indonesia sudah sangat berubah semenjak 2014.
Muncul praktik SARA sebagai senjata. Penggunaan isu SARA
sangat massif dan elit politik sangat berani main api. Jokowi
dituduh Kristen, Komunis, atau Keturunan Singapura lewat
Koran Obor Rakyat dan terjadi manipulasi Quick Count yang
disiarkan live oleh TV mainstream.

Fenomena hoaks ini berlanjut di pilpres 2019 yang melahirkan
pembelahan makin dalam dengan besarnya peran medsos dan
WAG di masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan apa yang akan
terjadi pada pilpres 2024 jika yang bertarung katakan lah
Prabowo vs Anies Baswedan?

30

KONDISI KETIGA:

TIGA KONDISI BESAR JELANG 2024



Pengalaman Pilpres Indonesia 2014

• Kebohongan disebari malalui koran/tabloid (Obor
Rakyat).

• Manipulasi dan penyiaran hasil Quick count
(sebelumnya tidak pernah terjadi).

• Jokowi difitnah sebagai kristen, komunis, dan
keturunan singapura.

• Prabowo menolak mengakui kekalahan

• Hampir terjadi bentrokan massa Jokowi dan Prabowo
di acara pelantikan oleh MPR.

31



Tabloid Obor Rakyat
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Hasil QC berbeda
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Prabowo Menolak Hasil Pilpres
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Pengalaman Pilgub DKI Jakarta 2017

• Mobilisasi massa Islam di Monas aksi 411 (4 Nov 2016)

• Mobilisasi massa Islam di Monas aksi 212 (2 Desember 
2016).

• Coretan di masjid yang bernuansa SARA

• Ada warga meninggal dilarang disholatkan karena 
mendukung Ahok.
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Aksi 411 di Monas
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Aksi 212 di Monas
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Coretan di Masjid Bernuansa SARA
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Warga meninggal dilarang disholatkan karena pilih Ahok
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Pengalaman Indonesia Pilpres 2019

• Hoak Jokowi kristen, komunis masih beredar. Kali ini lewat
medsos dan aplikasi pesan seperti WA Group.

• Suami dan istri bercerai akibat perbedaan dukungan calon.
Keluarga dan alumni bertikai akibat perbedaaan calon.

• Terbelahnya bangsa Indonesia dalam kategori “Cebong dan
Kampret”.

• Prabowo 2 kali menyatakan diri sebagai pemenang.

• Bentrokan di Bawaslu antara aparat keamanan dan
pendukung Prabowo.

• Jokowi dan Prabowo baru ketemu kembali setelah 3 bulan
pilpres.
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Suami dan istri bercerai beda pilihan capres
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Bentrokan di Bawaslu 2019
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Prabowo nyatakan kemenangan 
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Pertemuan Jokowi-Prabowo setelah 3 bulan pilpres
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APAKAH 

JOKOWI-PRABOWO DAPAT 

TERWUJUD DI 2024?



Realitas DPR September2021

4
6



Pertemuan Parpol Non Parlemen diIstana
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Pernyataan Partai Terhadap Wacana Amandemen[1]
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N
o

Pernyataan

Parpol Ketum Non Ketum I Non Ketum I

1
PDI
Perjuangan

-

Kalau dari awal niatnya hanya  
membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi  

di MPR harus konsisten, jangan  
melebar kemana-mana (Ketua DPR RI,  

Puan Maharani. 30 Agustus 2021)

Ahmad Basarah menyebut  
amandemen Undang Undang Dasar  
tahun 1945 saat ini bukan hal yang  

tepat
(Waka MPR RI, Ahmad Basarah. 5

September 2021)

2 Gerindra

Gerindra sudah jelas,  
perjuangan kami kembali ke  

UUU '45 yang asli
(Ketum Gerindra, Prabowo  
Subianto. 17 Agustus 2019)

Partai Gerindra mendukung  
memasukan PPHN dalam amandemen  

terbatas UUD 1945.
(Waka. MPR RI Ahmad Muzani, 23  

Agustus 2021)

Untuk melaksanakan amandemen itu  
harus ada kesepakatan melalui  
mekanisme di MPR yang harus  
disetujui anggota DPR dan DPD.  

(Waka DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. 3  
September 2021)

3 Golkar -

Diperlukan perubahan secara terbatas  
terhadap Undang-Undang Dasar  

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
khususnya penambahan wewenang  

MPR untuk menetapkan PPHN (Pokok-
Pokok Haluan Negara)

(Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, 16  
Agustus 2021)

Soal amandemen ini belum mendesak.  
Sikap Partai Golkar sudah jelas bagian  

sikap partai yang tertuang dalam  
rekomendasi MPR sebelumnya. Salah  

satu sebabnya karena masih situasi  
pandemi.

(Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris  
Laena, 23 Agustus 2021)



Pernyataan Partai Terhadap Wacana Amandemen[2]
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N
o

Pernyataan

Parpol Ketum Non Ketum I Non Ketum I

4 PKS

Rencana amandemen UUD 1945 ibarat  
membuka kotak pandora atau  
membuka kesempatan untuk  

mengamandemen aturan selain Pokok-
Pokok Haluan Negara (PPHN) (Presiden  

PKS, Ahmad Syaikhu. 1 September  
2021)

Sikap PKS ini warisan PKS dulu, saat kondisi  
Indonesia belum terkena covid dan sangat  

memungkinkan untuk dilakukan  
amandemen, saat itu saja kami menolak.

Apalagi sekarang saat tidak kondusif  
(Waka MPR RI Hidayat Nur Wahid,14  

September 2021)

Jika saat ini membahas amandemen UUD  
1945 seolah tidak peka dengan situasi ini,  

apalagi ketika yang dibahas adalah  
penambahan masa jabatan presiden.  

(SekJend PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy,  
23 Agustus 2021)

5 PKB

Kalau amandemen tidak menggangu  
ruang gerak program aksi dan  

improvisasi pemerintah atau presiden,  
ya enggak masalah,“ (Ketum PKB  

Muhaimin Iskandar, 22 Agustus 2019)

Sekarang kita ikuti perkembangan nanti,  
arahan ketua umum, diskusi partai, begitu,  

tetapi ingin bahwa kalau memang  
amandemen itu terbatas tapi jangan  

membatasi yang lain. (Waka MPR RI Fraksi  
PKB Jazilul Fawaid, 23 Agustus 2021)

-

6 Nasdem

Bagi Nasdem kenapa harus terbatas?  
Kalau mau terbatas, tanya dulusama  
masyarakat kalau mau amendemen  

(Ketum Nasdem, Surya Paloh. 23  
Agustus 2021)

Perlu pertimbangan dari segala aspek dan  
tata kelola aturan bernegara sebelum  

memutuskan untuk melakukan  
amendemen UUD 1945

(Waka MPR RI Lestari Moerdijat,1  
September 2021)

Amandemen harus ada pelibatan dalam  
bentuk publik. Padahal selama pandemi  
pelibatan dalam bentuk publik itu tidak  

mungkin dilakukan
(Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari,  

19 Agustus 2021)

7 Demokrat

Salah satu yang paling fundamental  
dari reformasi adalah pembatasan  

masa jabatan presiden. Jangan sampai,  
ada pihak-pihak yang ingin  

mengaburkan sejarah demi kekuasaan  
(Ketum Demokrat, AHY, 8 Juni 2021)

Menurut kami untuk melakukan GBHN atau  
sekarang PPHN itu cukup melalui Undang-
Undang, maksimal bisa melalui TAP MPR.  

Jadi tidak perlu dengan melakukan  
perubahan amandemen

(Waka MPR RI Syarief Hasan, 6 September  
2021)

Partai Demokrat juga menolak rencana  
amandemen. Alasannya karena khawatir  

akan merembet kemana-mana.
(Waketum Partai Demokrat/Anggot DPR RI

Benny K Harman, 23 Agustus 2021)



Pernyataan Partai Terhadap Wacana Amandemen[3]
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N
o

Pernyataan

Parpol Ketum Non Ketum I Non Ketum I

8 PAN

Zulkifli Hasan, menilai amendemen  
Undang-Undang Negara Republik  

Indonesia 1945 sulit terjadi. Wacana  
amendemen UUD 1945 sebelumnya  

sudah pernah muncul saat dirinya  
menjabat sebagai Ketua MPR

(Ketum PAN Zulkifli Hasan, 31 Agustus  
2021)

Yandri Susanto, meminta wacana  
amandemen UUD 1945 perlu dikaji lebih  
mendalam, sebelum diputuskan apakah  

akan dibahas dalam waktu dekat atau tidak.  
(Wakuetum PAN/Ketua Komisi VIII DPR RI  

Yandri Susanto, 24 Agustus 2021)

9 PPP -

PPP menyatakan terbuka untuk melakukan  
amandemen UUD 1945. Jadi saya kira nanti  

kekuatan politik yang terpresentasikan  
Fraksi-Fraksi di MPR itu sepakat  

mengusulkan amendemen untuk PPHN tadi  
maka tetap partisipasi publik harus dibuka.  
(Waka MPR RI Arsul Sani, 23 Agustus 2021)

-
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Penolakan Amandemen UUD1945

• Partai politik: PKS dan Demokrat

• Ormas: PA 212

• Dosen/Peneliti: Formappi, Perludem, dll.



Pro–Kontra Wacana Amandemen UUD 1945 [1]

No Narasumber Pernyataan Sumber

1

Mantan Wakil Presiden  
Try Sutrisno bersama  
dengan Persatuan  
Purnawirawan Angkatan  
Darat (PPAD), Ketua PPAD  
Letjen (Purn) TNI Kiki  
Syahnakri

Berharap UUD 1945 dikembalikan seperti aslinya, tetapi  
tetap ada adendum penyempurnaan menyesuaikan zaman.  
Kami terus lakukan sosialisasi perubahan amanademen  
UUD 1945. Kami datang ke berbagai daerah salah satunya  
DIY. Kami terus deklarasi dan nantinya akan diserahkan  
hasilnya ke MPR.

https://tirto.id/try-sutrisno-
purnawirawan-tni-ingin-presiden-
dipilih-mpr-lagi-ekBh

2
Penasihat Jokpro2024,
M. Qodari

"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di  
Indonesia sudah 4 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali.
Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan  
barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa,"

https://nasional.tempo.co/read/147438 
3/dukung-jokowi-prabowo-di-pilpres-
2024-qodari-dorong-amandemen-
konstitusi/full&view=ok

https://www.suara.com/news/2021/08/ 
12/101446/serukan-jokowi-3-periode-
seknas-jokpro-peluang-amandemen-
ada-omnibus-law-saja-
disetujui?page=al
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Pro

https://tirto.id/try-sutrisno-purnawirawan-tni-ingin-presiden-dipilih-mpr-lagi-ekBh
https://nasional.tempo.co/read/1474383/dukung-jokowi-prabowo-di-pilpres-2024-qodari-dorong-amandemen-konstitusi/full%26view%3Dok
https://www.suara.com/news/2021/08/12/101446/serukan-jokowi-3-periode-seknas-jokpro-peluang-amandemen-ada-omnibus-law-saja-disetujui?page=al


Pro–Kontra Wacana Amandemen UUD 1945 [2]
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No Narasumber Pernyataan Sumber

1
Pakar Hukum Tata  
Negara Bivitri Susanti

Jadi saya melihatnya, ini kemauan MPR saja, untuk mengambil kembali  
powernya atau kekuatan politiknya yang dulu sudah dikembalikan ke  
rakyat pada Amandemen 1999-2002 yang sebenarnya tidak perlu juga

https://www.merdeka.com/politik/pphn
-masuk-amandemen-uud-1945-dinilai-
upaya-mpr-mengembalikan-kekuatan-
politik.html

2

Pengamat Hukum  
Universitas Andalas  
Ferry Amsari

Jika disimak karena kondisi saat ini sedang pandemi tidak ada relevansi.  
Atau tidak ada hal yang mendesak atau urgensi untuk melakukan  
penambahan kewenangan MPR terutama di isu kewenangan  
membentuk PPHN atau GBHN dengan nama baru

https://www.medcom.id/nasional/politi 
k/wkB4BBlN-pengamat-amendemen-
terbatas-uud-1945-tidak-ada-urgensinya

3
Peneliti Formappi,  
Lucius Karus

Lucius Karus menilai amandemen UUD tidak penting di saat seperti ini.  
Sebab, Lucius menilai tidak ada konsep terbatas dalam amendemen  
UUD 1945

https://www.gatra.com/detail/news/52
0437/hukum/formappi-sebut-bamsoet-
aneh-soal-amandemen-uud-1945

4
Pakar Hukum Tata  
Negara UGM, Antonius  
Tabusassa Tonralipu

Setiap negara yang terlalu sering mengubah konstitusinya akan  
mengakibatkan negara tersebut tidak akan pernah stabil. amandemen  
UUD 1945 tidak perlu dilakukan. Pasalnya, wacana tersebut kurang  
mendesak untuk dilakukan. Tak hanya itu, perubahan konstitusi  
ditakutkan bakal berimbas pada ketidak stabilan kondisi hukum dan  
politik di dalam negeri.

https://kabar24.bisnis.com/read/20210 
830/15/1435684/pakar-hukum-ugm-
amandemen-uud-1945-tidak-mendesak-
dilakukan

5
Ketua PA 212 Slamet
Ma’arif

Persaudaraan Alumni 212 berencana mengepung gedung DPR/MPR  
apabila amendemen UUD 1945 dilakukan. keras karena saat ini tidak  
ada urgensi amendemen UUD 1945 dilakukan.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona
l/20210901174419-32-688487/pa-212-
ancam-kepung-mpr-jika-amendemen-
uud-1945-dilakukan

6
Dewan Pembina  
Perludem Titi Anggraini

"Saat keran amandemen dibuka, maka di saat yang sama celah melebar  
pada wacana di luar PPHN,"

https://www.liputan6.com/news/read/4 
636434/perludem-pembahasan-pphn-
di-amandemen-uud-buka-celah-
presiden-kembali-di-pilih-mpr

Kontra

https://www.liputan6.com/news/read/4636434/perludem-pembahasan-pphn-di-amandemen-uud-buka-celah-presiden-kembali-di-pilih-mpr
https://www.merdeka.com/politik/pphn-masuk-amandemen-uud-1945-dinilai-upaya-mpr-mengembalikan-kekuatan-politik.html
https://www.merdeka.com/politik/pphn-masuk-amandemen-uud-1945-dinilai-upaya-mpr-mengembalikan-kekuatan-politik.html
https://www.medcom.id/nasional/politik/wkB4BBlN-pengamat-amendemen-terbatas-uud-1945-tidak-ada-urgensinya
https://www.gatra.com/detail/news/520437/hukum/formappi-sebut-bamsoet-aneh-soal-amandemen-uud-1945
https://kabar24.bisnis.com/read/20210830/15/1435684/pakar-hukum-ugm-amandemen-uud-1945-tidak-mendesak-dilakukan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901174419-32-688487/pa-212-ancam-kepung-mpr-jika-amendemen-uud-1945-dilakukan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901174419-32-688487/pa-212-ancam-kepung-mpr-jika-amendemen-uud-1945-dilakukan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901174419-32-688487/pa-212-ancam-kepung-mpr-jika-amendemen-uud-1945-dilakukan
https://www.liputan6.com/news/read/4636434/perludem-pembahasan-pphn-di-amandemen-uud-buka-celah-presiden-kembali-di-pilih-mpr
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No Narasumber Pernyataan Sumber

1
Ketua Umum PBNU  
KH Said Aqil Siroj

Sebagai Ormas, PBNU menyerahkan urusan amandemen  
kepada partai-partai politik. PBNU sebatas memberikan  
pandangan dan masukan

https://news.detik.com/berita/d-
5711852/soal-jabatan-presiden-3-
periode-ketum-pbnu-terserah-
parpol

2

Ketua Umum  
Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah  
Haedar Nasir

"Jangan sampai di balik gagasan amendemen ini menguat  
kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang  
dapat menambah berat kehidupan bangsa,"

https://nasional.kompas.com/rea 
d/2021/08/31/11201221/muham 
madiyah-ingatkan-jangan-ada-
kepentingan-pragmatis-di-balik-
wacana?page=all

54

Netral

https://news.detik.com/berita/d-5711852/soal-jabatan-presiden-3-periode-ketum-pbnu-terserah-parpol
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/11201221/muhammadiyah-ingatkan-jangan-ada-kepentingan-pragmatis-di-balik-wacana?page=all


Pertama, amandemen UUD 1945 terbuka untuk
dilaksanakan. Kedua, mayoritas masyarakat Indonesia
puas terhadap Jokowi terlihat dari hasil survei kepuasan
terhadap kinerja Jokowi. Ketiga, mayoritas elit
mendukung Jokowi terlihat dari komposisi dukungan
partai politik. Keempat, DPD RI juga cenderung setuju
amandemen dan Ketua DPD adalah pendukung Prabowo
pada 2014 dan Jokowi pada 2019.
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Sangat Mungkin! Berikut 4 alasan:

APAKAH MUNGKIN TERWUJUD?



1. Amandemen UUD 1945 Sangat Mungkin

56

Indonesia pernah berganti konstitusi

Amandemen pernah dilakukan 4x terhadap 
UUD 1945

Amandemen dimungkinkan dan diatur 
dengan jelas dalam UUD 1945

Syarat-syarat dapat dilihat dan dihitung 
dengan jelas



2. Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi [1]
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Sumber : 
Survei Indikator, 13-17 April 2021



2. Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi [2]
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Sumber : 
Survei SMRC, 21-28 Mei 2021



GOLKAR  

85

GERINDRA 78

PKB 58

NASDEM59

Koalisi

PPP 19

PAN  
44

PDIP  

128

PKS 50 DEMOKRAT  

54
TOTAL:471

(81.91%)
TOTAL:104

(18.09%)

3. Mayoritas Elite Dukung Jokowi

Oposisi
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4. DPD Inginkan Amandemen UUD 1945 dan
La Nyalla Pendukung Prabowo dan Jokowi [1]
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4. DPD Inginkan Amandemen UUD 1945 dan
La Nyalla Pendukung Prabowo dan Jokowi [2]

61



4. DPD Inginkan Amandemen UUD 1945 dan
La Nyalla Pendukung Prabowo dan Jokowi [3]
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Visi Harus Punya Kaki
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Jokpro 2024 sangat optimis Amandemen Ke-5
UUD NRI 1945 akan terjadi pertengahan tahun
2022. Bahkan bisa jadi lebih cepat di awal
tahun karena proses persiapan di internal KPU
sudah mulai berjalan di awal tahun 2022.
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Berdasarkan 4 alasan di atas…

JOKPRO 2024 OPTIMIS AMANDEMEN 
AKAN TERJADI
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Semoga Jokowi-Prabowo 2024 Terwujud. 
Insya Allah. Yesss!
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Thank you
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TERIMA KASIH


